
© 2025 The Author(s). This article is open access 
 

 

This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

Original Research Paper 

Management Plan for Gili Tangkong, Gili Nanggu and Gili Sudak Marine 

Conservation Area (MCA) West Lombok District 

 
Syarif Husni1*, Salnida Yuniarti1, Muhammad Junaidi1 
1Program Studi Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; 

 

 
Article History 

Received : March 04th, 2025 

Revised : March 20th, 2025 

Accepted : March 29th, 2025 

 

 

*Corresponding Author: Syarif 

Husni, Program Studi Doktor 

Pertanian Berkelanjutan 

Pascasarjana Universitas 

Mataram, Mataram, Indonesia; 

Email: 

syarifhusni1964@gmail.com 

 

Abstract: Ecologically, conservation areas play an important role in 

protecting the sustainability of ecosystems, where natural resources are able 

to maintain their reciprocal relationship and interdependence between marine 

biota and their physical environment. The purpose of this study is to describe 

the planning in the management of the Gita Nada Marine Conservation Area 

by identifying all problems and solutions to achieve them. The method used 

in this study is a qualitative method. The type of data used is secondary data 

from literature studies, articles and websites of the NTB Fisheries and Marine 

Service, the West Lombok Regency Marine and Fisheries Service and the 

Central Statistics Agency (BPS). Data analysis was carried out using the 

Zieobjective Oriented Project Planning (ZOOP) Method, a project planning 

method that is oriented towards goals. Based on the results of the study, it can 

be concluded that the problems in the management of the Gita Nada Marine 

Conservation Area (MCA) are over-exploitation of fish resources, degradation 

of mangroves and coral reefs and limited funding sources for supervision and 

monitoring. The planning program carried out includes institutional bio-

physical and socio-economic surveys, socialization and advocacy for the 

management of the Gita Nada MCA, preparation of regulations for 

community-based coastal and marine resource management, rehabilitation of 

coastal ecosystems, facilitation of facilities and infrastructure, empowerment 

of coastal communities, and periodic supervision and monitoring. 
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Pendahuluan 

 

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 

merupakan instrumen penting dalam upaya 

pelestarian ekosistem laut berfungsi melindungi 

keanekaragaman hayati, mendukung pengelolaan 

perikanan secara berkelanjutan, menjamin 

ketahanan pangan, serta menjaga keberlanjutan 

layanan ekosistem yang krusial (Welly et al., 

2020; Hukom et al., 2019; Magfiroh et al., 2020). 

Indonesia, yang berada di pusat Segitiga 

Terumbu Karang wilayah dengan 

keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia 

memiliki sekitar 16% dari total terumbu karang 

global (Maharani et al., 2024). Dua dekade 

terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan 

komitmen kuat terhadap konservasi laut melalui 

perluasan wilayah KKP yang signifikan. Hingga 

Januari 2020, luas kawasan konservasi laut telah 

mencapai 23,9 juta hektar, target peningkatan 

hingga 32,5 juta hektar pada 2030 (Hukom et al., 

2019). 

Ketergantungan masyarakat Indonesia 

terhadap sumber daya kelautan sangat tinggi. 

Pada 2018, Indonesia menempati peringkat 

kedelapan dunia dalam hal ketergantungan 

terhadap ikan, dengan sekitar 60 juta penduduk 

tinggal di wilayah pesisir yang berjarak kurang 

dari 10 km dari pantai (Sukomardojo et al., 2023). 

Ikan juga menjadi komponen utama dalam 

konsumsi protein hewani, menyumbang 52% 

dari total konsumsi nasional (Suman et al., 2020). 

Namun, peningkatan populasi yang signifikan di 

wilayah pesisir, yang diperkirakan melonjak 

hingga 240% pada tahun 2060, memperparah 

tekanan terhadap sumber daya laut yang telah 

mengalami degradasi akibat aktivitas 

penangkapan ikan destruktif dan polusi (Rafika 

et al., 2023). 

Pengelolaan KKP yang efektif mampu 

memberikan manfaat ganda: tidak hanya 

menjaga keanekaragaman hayati laut, tetapi juga 

meningkatkan hasil tangkapan melalui 

mekanisme limpahan (spillover) dari zona inti ke 

zona penyangga, yang berdampak pada 
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peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir 

(Muzammil et al., 2022; Magfiroh et al., 2020; 

Yulius et al., 2019). Dukungan masyarakat lokal 

menjadi faktor penentu keberhasilan, karena 

persepsi terhadap manfaat KKP sangat 

dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan 

budaya (Kabani et al., 2023). 

Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan 

Pemerintah No. 60 Tahun 2007, telah 

mengamanatkan pengelolaan KKP berbasis 

zonasi sebagai strategi utama dalam mencapai 

pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan 

(Nurhayati et al., 2020). Hingga 2022, cakupan 

kawasan konservasi telah mencapai 29,28 juta 

hektar atau sekitar 9,01% dari wilayah laut 

nasional (Dede et al., 2018), dan ditargetkan 

meningkat menjadi 30% pada tahun 2045 sesuai 

komitmen SDG 14 dan target Aichi (Rossarie et 

al., 2022). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, KKP Gita 

Nada menjadi salah satu contoh penerapan nyata, 

mencakup area seluas 21.132,82 hektar dengan 

sistem zonasi yang mencakup perlindungan inti 

dan pemanfaatan berkelanjutan (Sahusilawane et 

al., 2024). Meskipun demikian, efektivitas 

pengelolaan masih dihadapkan pada kendala 

seperti keterbatasan sumber daya manusia dan 

sarana pendukung (Kabani et al., 2023), yang 

memerlukan evaluasi dan perbaikan strategi 

(Alifah et al., 2022). 

Pelibatan aktif masyarakat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan 

kawasan konservasi menjadi krusial untuk 

membangun legitimasi dan keberlanjutan jangka 

panjang (Pelani et al., 2019). Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

strategi perencanaan dan pengelolaan KKP Gita 

Nada, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, 

serta merumuskan solusi yang tepat untuk 

mencapai keberhasilan konservasi. 
 
Bahan dan Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh 

melalui studi literatur, artikel, serta informasi dari 

situs resmi Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, 

DKP Kabupaten Lombok Barat, dan BPS. Data 

ini memberikan dasar teoritis yang mendukung 

analisis (Idhayani et al., 2023). Analisis 

dilakukan menggunakan metode Zielorientierte 

Projekt Planung (ZOPP), yakni model 

perencanaan partisipatif yang berfokus pada 

tujuan. ZOPP melibatkan pemangku kepentingan 

sejak tahap awal hingga evaluasi akhir proyek, 

memungkinkan identifikasi masalah, perumusan 

tujuan, serta penyusunan rencana aksi yang 

efektif dan berkelanjutan (Ridwan et al., 2023; 

Mar’aini & Akbar, 2022). Hasil dari pendekatan 

ini adalah matriks perencanaan logis yang 

mencakup tujuan, strategi, serta faktor 

pendukung dan penghambat proyek. Matriks ini 

mempermudah evaluasi risiko dan pengendalian 

mutu dalam implementasi, sehingga memperkuat 

struktur pengelolaan proyek secara sistematis 

dan responsif terhadap tantangan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Analisis Permasalahan 

Permasalahan dalam pengelolaan Taman 

Wisata Perairan (TWP) Gita Nada dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, 

yaitu: ekologi, sosial ekonomi, dan kelembagaan. 

Berikut ini adalah paparan sistematis terkait 

aspek ekologis. 

 

Aspek Ekologis 

Pengelolaan ekosistem perairan TWP Gita 

Nada menghadapi tekanan serius akibat praktik 

penangkapan ikan yang berlebihan. Salah satu 

penyebab utama adalah penggunaan alat tangkap 

jaring seret (mini purse seine) oleh nelayan dari 

wilayah Ampenan, Kota Mataram. Alat ini 

bersifat tidak selektif, sehingga menangkap 

berbagai jenis ikan tanpa membedakan ukuran 

maupun spesies. Ukuran mata jaring yang 

digunakan berkisar antara 1 hingga 2 inci, yang 

berdampak pada penangkapan ikan-ikan kecil. 

Pada tahun 2010 tercatat hanya ada 3 unit jaring 

seret di Kabupaten Lombok Barat, namun 

jumlahnya melonjak menjadi 38 unit pada 2016, 

tanpa pengendalian yang memadai. Hal ini 

mempercepat degradasi stok ikan, sehingga 

dibutuhkan kebijakan tegas terkait pengaturan 

jenis dan jumlah alat tangkap. 

Kerusakan hutan mangrove juga menjadi 

persoalan serius. Dari total luasan mangrove di 

kawasan ini, sebanyak 487,98 hektar tergolong 

rusak berat dan hanya 118,83 hektar yang 

mengalami kerusakan ringan (DKP NTB, 2014). 

Penyebab utama degradasi adalah alih fungsi 

hutan menjadi tambak, yang saat ini sebagian 

besar justru terbengkalai. Selain itu, aktivitas 

penambangan emas ilegal di kawasan perbukitan 

Sekotong memperparah kondisi. Penambangan 

tersebut membuka lahan sekitar 1.000 hektar, 

meningkatkan laju sedimentasi ke wilayah 

pesisir dan mengganggu keseimbangan vegetasi 

mangrove (Aurajati, 2011). Tidak hanya itu, 
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eksploitasi kayu mangrove oleh masyarakat 

untuk kebutuhan rumah tangga dan pembuatan 

alat tangkap ikan turut mempercepat kerusakan 

(Ningtias et al., 2013). 

Ancaman juga datang dari praktik 

penangkapan biota dilindungi seperti pari manta, 

kima (Tridacna spp.), dan lola (Trochus spp.) 

yang masih berlangsung di kawasan ini. Biota-

biota tersebut tergolong langka dan berstatus 

dilindungi, dan penangkapan yang terus terjadi 

akan menyebabkan kepunahan jika tidak segera 

dihentikan melalui pengawasan dan edukasi 

kepada nelayan. Permasalahan-permasalahan 

ekologis ini memperlihatkan urgensi penanganan 

berbasis konservasi dan pengelolaan 

berkelanjutan, serta sinergi antara kebijakan, 

pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Berikut  

pada Gambar 1 dipaparkan permasalahan dalam 

pengelolaan KKP Gita Nada (Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lombok Barat, 2014):

 

 

  
Gambar 1. Analisis Masalah KKP Gita Nada 

 

Aspek Sosial Ekonomi 

Pertumbuhan aktivitas pariwisata di 

kawasan TWP Gita Nada memberikan kontribusi 

positif terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat sekitar. Namun, perkembangan ini 

juga disertai dampak negatif berupa kerusakan 

lingkungan, terutama pada ekosistem terumbu 

karang. Beberapa praktik wisata yang merusak 

mencakup aktivitas memancing di atas terumbu 

karang, snorkeling dengan menginjak karang, 

serta penambatan jangkar kapal tanpa 

memperhatikan lokasi yang aman bagi ekosistem. 

Kerusakan habitat juga diperparah oleh 

praktik penangkapan ikan yang merusak 

(destructive fishing), seperti penggunaan bom 

ikan dan zat kimia seperti potasium. Hal ini 

mencerminkan rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya pelestarian 

sumber daya alam. Tanpa tindakan yang tepat, 

praktik ini akan mempercepat degradasi 

lingkungan dan pada akhirnya merugikan 

nelayan sendiri. 

 

Aspek Kelembagaan 

Pengelolaan TWP Gita Nada 

membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, 

termasuk ketersediaan sarana prasarana seperti 

alat monitoring sumber daya, kapal patroli, pos 

pengawasan, pelampung, dan alat komunikasi. 

Minimnya fasilitas dasar ini menghambat 

pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan 

kawasan secara efektif. Selain itu, lemahnya 

penegakan hukum menyebabkan masih banyak 

pelanggaran yang terjadi, termasuk penggunaan 

alat tangkap yang merusak lingkungan.  
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Salah satu penyebabnya adalah 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. 

Untuk mengatasinya, perlu dibentuk sistem 

pengawasan terpadu berbasis kolaborasi antara 

masyarakat pengawas lokal dan aparat penegak 

hukum. Pendanaan juga menjadi kendala penting. 

Karena anggaran pemerintah terbatas, diperlukan 

skema pembiayaan berkelanjutan, seperti 

dukungan CSR, retribusi dari pengguna kawasan, 

atau sumbangan sukarela untuk memperkuat 

model pengelolaan kolaboratif. 

 

Analisis Tujuan Pengelolaan 

Pengelolaan berkelanjutan KKP Gita Nada 

menargetkan larangan terhadap penggunaan alat 

tangkap destruktif, seperti bom, potasium, dan 

pembuangan jangkar sembarangan, serta 

mendorong penggunaan alat tangkap ramah 

lingkungan. Selain itu, konversi hutan mangrove 

menjadi tambak harus dicegah, dan pengelolaan 

limbah tambang serta pengawasan wilayah perlu 

diperketat. 

Salah satu alat tangkap yang menjadi 

perhatian adalah jaring seret (mini purse seine), 

yang beroperasi di permukaan laut untuk 

menangkap ikan pelagis kecil. Alat ini 

memerlukan 5–8 orang tenaga kerja, dengan 

operasional menggunakan perahu bermotor 25–

40 PK. Meskipun efisien dari sisi ekonomi, jaring 

ini menimbulkan kerusakan serius pada habitat 

laut, seperti terumbu karang dan biota dasar, serta 

mengancam keberlanjutan stok ikan dan 

merugikan nelayan tradisional. Sebagai solusi, 

alat tangkap yang sesuai prinsip CCRF (Code of 

Conduct for Responsible Fisheries) seperti 

pancing ulur, pancing rawai, jaring insang, dan 

pukat cincin, perlu dipromosikan sebagai 

alternatif yang lebih ramah lingkungan 

(Chaliluddin et al., 2019).

 

 

 
Gambar 2. Analisis Tujuan Pengelolaan KKP Gita Nada 

 

Perlindungan Ekosistem dan Penguatan 

Regulasi Lokal 

Upaya pelarangan terhadap penggunaan 

bahan peledak, potasium, kegiatan memancing 

dan snorkeling yang merusak, serta pembuangan 

jangkar sembarangan di wilayah TWP Gita Nada 

dapat diwujudkan melalui penyusunan regulasi 

formal dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) 

atau aturan adat lokal seperti awiq-awiq, lengkap 

dengan ketentuan sanksi hukum yang tegas 

(Husni et al., 2023). Penguatan regulasi ini 

menjadi dasar penting untuk menjaga 

keberlanjutan sumber daya laut dan 

menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat. 

 

Peran Ekologis dan Ancaman terhadap 

Ekosistem Mangrove 

Hutan mangrove merupakan ekosistem 

penting yang berfungsi sebagai tempat 

pemijahan ikan, penyimpan karbon, penyuplai 
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nutrisi, serta regulator siklus air. Namun, 

keberadaannya sangat rentan terhadap perubahan 

fisik dan penyusutan luasan akibat tekanan 

antropogenik dan pertumbuhan populasi 

(Rahmadi, 2018). Selain dipengaruhi oleh faktor 

alami seperti suhu, salinitas, dan bencana alam, 

degradasi hutan mangrove juga disebabkan oleh 

aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan 

pembuangan limbah tambang. 

Kondisi mangrove yang rusak dapat 

dipulihkan melalui berbagai upaya rehabilitasi, 

termasuk penanaman kembali oleh berbagai 

pihak, termasuk pemerintah, kelompok tani, dan 

masyarakat lokal. Kawasan ini juga berperan 

sebagai penampung limbah terakhir dari aktivitas 

darat yang terbawa arus sungai ke muara, 

terutama jika kapasitas alami penyaringan air 

telah terlampaui (Mulyadi et al., 2009). Sebagai 

tumbuhan yang mampu menyerap bahan organik 

dan logam berat, mangrove juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bioindikator pencemaran 

lingkungan (MacFarlane et al., 2000). Oleh 

karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan 

limbah tambang secara terintegrasi agar tidak 

mencemari ekosistem mangrove secara 

berlebihan. 

 

Pendekatan Pengelolaan Berbasis 

Masyarakat 

Model Community-Based Management 

(CBM) memberikan peluang bagi masyarakat 

untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan 

sumber daya. Sistem ini mendorong kemandirian 

masyarakat dalam pengawasan, perumusan 

kebijakan lokal, dan pelestarian sumber daya 

melalui organisasi lokal (Satria, 2002). Contoh 

nyata dari pendekatan ini di Indonesia adalah 

sistem Sasi di Maluku. Pengalaman negara lain 

seperti Jepang juga menunjukkan keberhasilan 

pendekatan serupa, di mana fishery rights 

berdasarkan hak adat (soyu) diterapkan untuk 

memastikan kelestarian sumber daya laut dan 

peningkatan kesejahteraan nelayan (Satria et al., 

2002). 

Keunggulan sistem CBM telah banyak 

diterapkan dalam pengelolaan irigasi, hutan 

rakyat, dan pertanian. Keberhasilan ini terutama 

karena proses pengawasan dilakukan langsung 

oleh masyarakat, sehingga lebih efisien dan 

sesuai dengan kondisi lokal (Satria, 2007). Selain 

meningkatkan partisipasi publik, CBM juga 

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

menjaga keberlanjutan laut secara sosial dan 

ekologis. Meski demikian, implementasi CBM di 

sektor perikanan dan kelautan masih menghadapi 

tantangan karena kompleksitas ekosistem pesisir 

dan struktur sosial budaya masyarakat nelayan 

(Bengen, 2001). Namun, di wilayah seperti 

Lombok Utara, CBM diterima luas karena 

selaras dengan nilai budaya lokal dan aspirasi 

masyarakat (Lestari & Satria, 2015). 

 

Penyusunan Matriks Perencanaan Program 

(MPP) 

Setelah dilakukan identifikasi 

permasalahan dan penetapan tujuan, disusunlah 

Matriks Perencanaan Program (MPP) sebagai 

kerangka kerja pembangunan yang mencakup 

komponen-komponen penting, seperti sasaran, 

indikator, dan langkah operasional. Perencanaan 

ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka 

waktu satu tahun dan dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan. MPP tersebut menjadi instrumen 

strategis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan KKP Gita Nada secara terstruktur 

dan efektif. 

 
Tabel 1. Matriks Perencanaan Program Kegiatan KKP Gita Nada 

 

Kegiatan Penanggung Jawab Indikator keberhasilan 

Melakukan survei dan pengambilan 

contoh data bio-fisik dan sosial 

ekonomi kelembagaan dalam kondisi 

eksisting 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Pemetaan kondisi eksisting KKP Gita 

Nada 

Sosialisasi dan advokasi tentang 

pengelolaan KKP Gita Nada 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Meningkatnya pemahaman masyarakat 

tentang KKP Gita nada 

Penyusunan aturan pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut berbasis 

masyarakat  KKP Gita Nada 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Tersusunnya aturan pengelolaan (Awiq-

awiq)  berbasis masyarakat di KKP Gita 

Nada 

Rehabilitasi ekosistem pesisir KKP 

Gita nada 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Pemulihan ekosistem pesisir (mangrove 

dan terumbu karang)  dengan presentase 

80% 
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Konsultasi publik, workshop dan 

pelatihan untuk stakeholder dalam 

pengelolaan KKP Gita Nada 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Peningkatan pemahaman,  kesadaran dan 

keterampilan stakeholder dalam 

pengelolaan  KKP Gita Nada 

Fasilitasi sarana dan prasarana 

pengawasan dan monitoring KKP 

Gita Nada 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Peningkatan dan kelancaran pengawasan  

yang optimal 

Pemberdayaan masyarakat pesisir 

melalui penguatan modal dan 

divesfikasi usaha 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Terjadinya peningkatan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir di 

sekitar KKP Gita Nada  

Pengawasan dan monitoring secara 

berkala di KKP Gita Nada dengan 

melibatkan stakeholder (Kelompok 

nelayan, DKP, Kepolisian dan TNI 

AL) 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan NTB 

Berkurangnya kasus illegal fishing dan 

destruktif fishing di KKP Gita Nada 

 

Strategi Pengelolaan Berkelanjutan KKP Gita 

Nada 

Pemutakhiran data biofisik dan sosial ekonomi 

Tabel 1 merinci sembilan program utama 

dalam rangka mencapai pengelolaan Kawasan 

Konservasi Perairan (KKP) Gita Nada secara 

optimal dan berkelanjutan. Salah satu program 

awal yang krusial adalah pelaksanaan survei serta 

pengumpulan data biofisik dan sosial ekonomi 

kelembagaan. Informasi ini menjadi dasar 

penting dalam menyusun arah kebijakan dan 

perencanaan pengelolaan KKP ke depan. Data 

biofisik mencakup informasi mengenai kondisi 

ekologi seperti kecerahan perairan, suhu, pH, dan 

tingkat salinitas (Hidayah & Wiyanto, 2021), 

sedangkan data sosial ekonomi menggambarkan 

struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

masyarakat pesisir yang sangat relevan dalam 

mendesain program berbasis kebutuhan nyata 

masyarakat. 

 

Penyusunan aturan berbasis masyarakat 

Pengembangan regulasi pengelolaan 

sumber daya pesisir dan laut yang melibatkan 

masyarakat secara aktif sangat penting untuk 

menjamin keberlanjutan ekologis sekaligus 

keadilan sosial. Aturan ini harus 

mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan kearifan 

tradisional agar lebih mudah diterima, ditaati, 

dan ditegakkan. Dengan partisipasi masyarakat 

dalam proses penyusunan dari identifikasi 

permasalahan hingga perumusan solusi akan 

tercipta rasa kepemilikan yang tinggi serta 

tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan 

sumber daya (Ketty, 2020). Pendekatan ini juga 

memberdayakan masyarakat secara langsung dan 

memperkuat legitimasi pengelolaan lokal. 

 

Konsultasi publik, workshop, dan pelatihan 

Pelibatan pemangku kepentingan 

dilakukan melalui konsultasi publik, lokakarya, 

dan pelatihan. Konsultasi publik memberikan 

ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat 

untuk membahas rancangan kebijakan atau 

dampaknya. Sementara itu, workshop dan 

pelatihan berfungsi untuk meningkatkan 

kapasitas teknis stakeholder dalam hal 

konservasi, pengelolaan perikanan, dan 

penegakan hukum di kawasan konservasi. 

 

Langkah sistematis penyusunan aturan KPPs 

Proses perumusan aturan pengelolaan 

berbasis masyarakat (KPPs) meliputi: 

a. Pemetaan sumber daya pesisir dan laut, 

termasuk potensi biota, ekosistem, dan aspek 

sosial ekonomi masyarakat. 

b. Pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan: 

identifikasi, perumusan, dan penetapan 

aturan. 

c. Konsultasi lintas sektor, seperti pemerintah, 

LSM, dan kelompok masyarakat, serta 

sosialisasi aturan. 

d. Penetapan norma pemanfaatan dan 

perlindungan dengan mempertimbangkan 

regulasi dan kearifan lokal. 

e.  Pengawasan dan evaluasi berkala untuk 

mengukur efektivitas implementasi. 

 

Rehabilitasi ekosistem pesisir 

Rehabilitasi pesisir mencakup kegiatan 

seperti penanaman mangrove, pengendalian 

sedimentasi, serta edukasi masyarakat tentang 

pentingnya pelestarian wilayah pesisir. Fokus 

KKP tidak hanya pada kawasan mangrove yang 

berada di dalam kawasan hutan, tetapi juga di 

luar kawasan hutan yang rentan terhadap tekanan 

lingkungan. 

 

Fasilitasi sarana dan prasarana monitoring 

Keberhasilan pengelolaan KKP sangat 

bergantung pada tersedianya sarana dan 

http://doi.org/10.29303/jbt.v25i1.8821
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prasarana pengawasan dan monitoring. Sarana 

ini mencakup: 

a. Alat ukur lingkungan seperti kamera, drone, 

dan sensor; 

b. Sistem komunikasi (radio, telepon satelit, 

internet); 

c. Peralatan navigasi (GPS); 

d. Alat selam untuk eksplorasi bawah laut; 

e. Sistem Informasi Geografis (SIG); 

f. Stasiun pemantau kualitas udara dan air; 

g. Laboratorium lingkungan; 

h. Kapal patroli untuk penegakan hukum; 

i. Rumah operasional petugas; 

j. Sistem pencatatan data hasil pengamatan dan 

penelitian. 

 

Pemberdayaan melalui diversifikasi usaha dan 

penguatan modal 

Penguatan ekonomi masyarakat pesisir 

dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, 

kemudahan akses permodalan dari LKM atau 

program pemerintah, serta bantuan langsung 

untuk pengembangan usaha kecil seperti 

perikanan budidaya skala rumah tangga. 

Diversifikasi usaha ini diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan dan ketahanan 

ekonomi keluarga nelayan. 

 

Pengawasan dan monitoring rutin 

Pengawasan rutin di kawasan konservasi 

sangat penting untuk menjaga keberlanjutan 

sumber daya ikan dan ekosistem laut. KKP terdiri 

dari tiga zona utama: 

a. Zona inti: fokus pada perlindungan habitat 

dan riset, dengan pembatasan aktivitas 

manusia secara ketat. 

b. Zona perikanan berkelanjutan: 

memungkinkan pemanfaatan dengan 

pengaturan ketat agar tidak melampaui daya 

dukung lingkungan. 

c. Zona pemanfaatan: terbuka untuk pariwisata 

dan kegiatan ekonomi lainnya, dengan tetap 

dilakukan pemantauan untuk mencegah 

kerusakan. 

 

Fungsi utama pengawasan mencakup 

perlindungan habitat, mendukung riset dan 

pendidikan, serta menjamin pemanfaatan sumber 

daya secara bijaksana. Dengan sistem 

pengawasan yang kuat, pengelolaan KKP akan 

lebih akuntabel, adaptif, dan berdaya guna bagi 

lingkungan dan masyarakat. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 

Gita Nada menghadapi sejumlah tantangan 

utama, antara lain eksploitasi berlebihan terhadap 

sumber daya ikan, kerusakan ekosistem 

mangrove dan terumbu karang, serta 

keterbatasan dana dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan dan monitoring; (2) Upaya 

perencanaan yang telah dilaksanakan meliputi 

kegiatan survei terhadap kondisi biofisik dan 

sosial ekonomi kelembagaan, kegiatan sosialisasi 

dan advokasi pengelolaan KKP Gita Nada, 

penyusunan aturan pengelolaan berbasis 

masyarakat untuk sumber daya pesisir dan laut, 

program rehabilitasi ekosistem pesisir, 

penyediaan dan penguatan sarana serta prasarana 

pendukung, pemberdayaan masyarakat pesisir 

melalui berbagai program strategis, serta 

pelaksanaan pengawasan dan monitoring secara 

berkala untuk menjamin efektivitas pengelolaan. 
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